
SALINAN

KOMISI INDEPENDEI{ PEMITIHAT{
KABUPATET{ ACEH BESAR

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Standar

Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara

pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan

standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan

yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan

publik;

b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di

lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh

Besar dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan

rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan selagaimana dimalsud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAE}UPATEN ACEH BESAR,



2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2O Tahun 2OOl tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20Ol Nomor 134, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150)

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor ll2, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6lO9) sebagaimana telah diubal dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO6 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Pub1ik (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 99);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 terrtarlg

Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan l.embaran

Negara Republk Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

3771;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang T\rgas, Fungsr, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemithan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilhan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 826);

1 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/OS/M.PAN I 4 / 2OO9 tentang Pedoman Umum

Penanganan Pengaduan Masyarakat bagr Instansi

Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2022 Pemantauan Evaluasi Kine{a Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 672);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317 /ORT.O7-

Kpt/Ol /KPU /V l2o2l tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun

2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KAEIUPATEN ACEH BESAR TENTANG STANDAR

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang

merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan

fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar,

yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan

sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi

kebijakan penyelenggaraaa Pemilihan Umum, sebagaimana

tercantum dalam tampiran I sampai dengan Lampiran IX

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam

penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagr

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan

dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang

meliputi:

l. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan

Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi

Partai Politjk Tingkat Kabupaten;

2. Penggantian Antar Walrtu Anggota DPRK Tingkat

Kabupaten;

3. Permohonan Informasi Publik;

4. Konsultasi Hukum Pemilu;

5. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

6. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyaraka!

7. Magang Perguruan Ti.gg;
8. Layanan Data Pemilih; dan

9. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan

Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penerapan standar pelayanan 5sfagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:

1. Sekretaris, Kepala Bagran Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM

dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Partisipasi Masyarakat, untuk layanan:

a. Autentifikasi salinan Keputusan tentang

Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan

Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;

b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Tingkat

Kabupaten; dan

c. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan

Kepemiluan.

2. Sekretaris, Kepala Bagran Teloris Penyelenggara Pemilu

dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM dan

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, untuk layanan:



KETUJUH

Masyaraka

a. Konsultasi Hukum Pemilu;

b. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

c. Penerimaan layanan atas Pengaduan

Masyarakat;

d. Magang Perguruan TingS.

3. Sekretaris, Kepala Bagran Perencanaan, Data, dan

Informasi serta Kepala Sub Bagan Data dan Informasi,

untuk layanan berupa l,ayanan Data Pemilih.

4. Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan

Logistik, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM, Kepala

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Partisipasi Masyarakat serta Kepala Sub Bagian Umum

dan logistik, untuk layanan berupa Permohonan

Informasi Publik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Ttd

T. KHA]RUN SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagan Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, bungan
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR

STANDAR LAYANAN AUTENTIFIKASI PENETAPAN SUARA SAH DAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN

ro. KOUP'OITEIT URAIAIT
PEIIYAIIPNAr LAYAIIAIT ISERWCE FOIffN
I Persvaratan I Surat Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar kepa.da

Partai Politik yang memperoleh kursi di Kabupaten

Aceh Besar;
,2 Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara Calon Anggota DPRK di Daerah

Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten (Model DC-

DPRK Kabupaten) dan Salinan Keputusan KIP

Kabupaten Aceh Besa-r tentang penetapan

perolehan kursi partai politik peserta pemilu

anggota DPRK Aceh Besar Tahun 2024 b*rt,
surat pengantac

3 Salinan terautentifikasi Keputusal KIP Aceh Besar

Nomor 144 Ta}fvn 2024 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota DPRK Kabupaten Aceh Elesar

Tahurt2O24.

Sistem, mekanisme, dal
prosedur

1 Partai politik mengajukan surat permohonan

autentifikasi Salfunn keputusan tentang

penetapan perolehan suara sah partai politjk dan

pemlehan kursi partai politik tingkat Kabupaten

dari partai polit-ik yang ditujukan ke alamat KIP

Kabupaten Aceh Besar - Jatan [,aksamana

Malahayati No. 6 Kota Jantho dan/atau Alamat

eman kipabes@mail. am dengan mencaltumkan

contack person yang dapat dihubungi;

Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar menyernpeiken

jawaban atas permohonan penetapan suara sah

dan penetapan suara sah partai politik dan

2

2.



perolehan kursi partai politik Tingkat kabupa.ten

dari partai politik pafing lam6a1 1 (satu) hari ke{a
setelah diterimanya surat pennohonan;

3 Untuk tindal lanjut teknis pel,aksa-naan

penetapan perolehan suara sah partai politik dan

perolehan kursi partai politik Tingkat kabupaten

dari partai politik ini dilaksanakan sesuai standar'

operational prosedur yang telAh ditetapkan

sebagaimens terlamPir.

J 3 (tiga) hari keq'a

Biaya/tarif Pemohon tidak dikenakan biaya/ tarif da-lam

permohonan autentifikasi penetapan suara sah dan

perolehan kursi partai politik tingkat kabupaten.

Produk pelayanan Autentifftasi perolehan suara sah partai politik dalam

tlr-nt:.tkhnrdapg.

6 Penanganan pengaduan,

saran, dan

masukan/apresiasi

Pengadua-n, saral, masukan dan apresiasi terhadap

l,ayalan Pendidikan kepemilsal dapa.t disampaikan

melalui:

1 Secara tertulis dengan mengisi formulr
pengaduan, samn yang tersedia di PPID Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dal
dirnssukkar ke dalam kotak pengaduan

MasyarakaL

2 Telepon: 065l-92587

3 Whatsapp: +6287848580588

Instagram: @kipace hbe sar

J Twiter/X: @KIPAbes

6 Facebook: kip.abes.S

Email: kipabe@gmail. com

PElf GELOLAAf, PELAYATAfi IIANATACflJRING)
1 Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentarrg

Partai Politik (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a801) sebagaimana tela]l diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2O11 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan

Jangka waktu pelayanan

4.

5.

4.



Iembara:r Negara Republik Indonesia Nomor

5189);

2 Undang-Undalg Nomor 32 Tahun 2O04 tentang

pemerintah Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana tela}t beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undalg Nomor 23 Tahun

2OL4 (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaral

Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3 Undang-Undang Nomor ll Tahun 2O06 tentang

Pemerintahan Aceh (Ircmbaran Negara Republik

Indonesia Talun 2O06 Nomor 62, Tambahan

Irmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3 Undang-Undsng Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihal Umum (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor Negara 182,

Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor

61O9);

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O09 Nomor 18. Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

tera-khir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Kedua atas

peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2009 (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6r77).l

5 Peraturan Komisi Pemilihaa Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Pemilihan Umr:m, Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan



Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Umum Nomor 5 TatlJo'I 2O22 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan

Umum Nomor Tahun 2O19 tentang Tata Keda

Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Xabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahw 2O22 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 202O tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupa.ten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Talun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah denga,n Peraturan

I(s6lsi pgmilihnrr Umum Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturirn Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Talun 2O2O terrtang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal (66!5i psmi'lihnn

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten I Kot, (B€rita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tentang

Partai Politik t kal Pes€rta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan

Perwakilan Rakyat I(abupater: / Id:ota;

8 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun

2Ol5 perihal Pemberian Surat Keterangan

Autentifikasi Perolehal Suara.

Sarala dan prasarana,

dan,atau fasilitas

Alat tulis kantor, komputer dan printer, dokumen SOP

autentifikasi, Satinan Keputusan perolehal suara dan

kursi partai politik, arsip.

Kompetensi pelaksana Sesuai surat komisi pemilihal umum nomor 736

tahun 2Ol5 perihal pemberian surat keterangan

autentifikasi perolehal suara.

6.

2



4 Pengawasal Internal Sekretaris KIP Kabupat€n Aceh Besar memeriksa dan

memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.

5 Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang

Jaminan Pelayanan SOP Autentifikasi Salinan Keputusan perolehan suara

dan kursi partai pottik.

7 Jamfumn keamanan dan

ksselq rnstan pelayanan

I Jaminan trrhadap perlindungan informasi yang

termasuk kategori dikecualikan;

2 SOP Autentifikasi Salinan Keputusan perolehan

suara dan kursi partai politik.

8 Evaluasi kinerja pelaksana Penyesuaial,pemutakhiral SOP AutentiEkasi Salinan

Keputusan pemlehan suara dan kursi partai politik

apabila diperlukan.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

T. KHAIRUN SALIM
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi {an Hubungan
Masyarakat

'/

Nurrahmawafi

6.

Ttd.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TINGKAT KAE}UPATEN

!IO. XOUPOITEIf URAIAIY
PEIYYAilP/UAX LAYAI{AT $ERWCE FOINII

1 Persvaratan Surat permohonan penggantian antar waktu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dari

ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh

Besar;

2 Sistem, mekanisme, dan

pmsedur

Ketua Dewan Perwakilaa Ralryat Kabupaten Aceh

Elesar mengajukan surat permohonan

Penggantian Antar Wa,ktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar yang

ditujukan ke alamat KIP Kabupaten Aceh Besar -
Jalan Le-ksamana Malahayati No. 6 Kota Jantho

dan/atau Alamat emeil kipobes@mail.om

dengan mencantumkan contack person yang

dapat dihubungi;
,2 Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar menyempaikan

jawaban atas permohonal Penggantian Antar

Walcu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupa.ten Aceh Besar dari Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupa.ten Aceh Besar pafing

lama 5 (lima) hari ke{a setelah diterimanya surat

permohonan;

3 Untuk tindak lanjut teknis peleksanaan

penetapan perolehan p6nggantial Antar Waktu

Anggota Dewan Perwa-kilan Rakyat Kabupaten

Aceh Besar dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Aceh Besar ini dilaksanakan sesuai

standar operasional prosedur yang telah

ditetapkan sebagaimana terlampir.

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari ke{a

I



4 Biaya/ tarif Pemohon tidak dikenalcan biaya/tarif dalam

permohonaa Penggaitian Anta-r waktu Anggota

Dewan Perrvakilal Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

Surat, Berita Acara 621 larnpiran yang berisi

penyampaial nama calon Penggantial Arrtar Wa-lftu

Anggota Dewan Perwakilan Ra-kyat Kabupaten Aceh

Besar dalam bentuk tnrdapg.

6 Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap

layanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan

Perwa-kilan Rakyat Kabupaten Aceh Besa,r dapat

disampaikan melalui:

2 Telepon: 0651-92587

Whatsapp: +6287848580588

4 Instagram: @kipacehbesar

5 TSiter/X: @KIPAbes

6 Facebook: kip.abes.5

7 Email: kipabe@gmail.com

PETGELOLAAIS PET.AYAISAI{ Iil.ANUFACTVruNG)

1 Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20O5 tentang

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang

Pemerintah daerah;

2 Undang-Undang Nomor ll Tahun 20O6 tentang

Pemerinta-han Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O6 Nomor 62, Tambahan

kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tr;:tang

Pemithan Umum {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara la2,
Tambahal kmbaran Republik Indonesia Nomor

6109);

5. Produk pelayalal

Penanga:ral pengaduan,

sara,n, dan

masukal/apresiasi

1 Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan,saran yang tersedia di PPID Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dan

dimasukkan kedalam kotak pengadual

Masyarakat.



4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2O18 tentang Pedoman penyusunan tata

tertib Dewan Perwakilan RaLyat Daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota;

5 Peratr.ran KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang

p€rubahan atas peraturan komisi pemilihan

umum nomor 6 tahun 2Ol7 tefia,Jg pergaatian

antar waldu Anggota Dewan Perwakilal Rakyat,

Dewal Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pernilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia

Tahun 2O19 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa. kali diubah, teralhir dengan Peraturan

Komisi Umum Nomor 5 Tahtn 2O22 t€ntang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan

Umum Nomor Tahun 2O 19 tentang Tata Kerja

Komisi Umum, Umum Provinsi, dal Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 202O tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pernilihnn Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahal atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O tertang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan

Umum, Sekrctariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Perniliherr Umum

5.



Kabupaten lKot, (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Qanun Pmvinsi Aceh Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan di Aceh;

8 Surat Dfuras Komisi Pemiliharr Umum RI Nomor

1046lw lO3lO5l2O2l perihal LHKPN caton

pengganti antarwaktu anggota DPRK tanggal 5

November 2O21.
,2 Sarana dan prasarana,

dan/ atau flasilitas

Alat tulis kantor, komputer dan printer, dokumen SOp

PAU/, Salinan Keputusan perolehan suara dan kursi
partai politik, Salinan DCT, aplikasi SIMpAW, arsip.

J Kompetensi pelaksana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4Sesuai

Tahun 2021.

4 Pengawasan Intf rnal KIP Kabupaten Aceh Besar memeriksa dan
memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.

Sekretaris

5 Jumlah Pelaksana 3 (riga) orang

6 Jaminan Pelayanan P Penggantian Antar Walrtu Anggota

Perwakilan Rakyat l{abupaten Aceh Besar.

DewanSO

I terhadap perlindungan informasi yang
termasuk kategori dikecua likan;

Jaminan7 Jaminan keamanan dan

keselamatam pelayalan

2 P Penggantian Antar Waldu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar

SO

8 Evaluasi kinerja pelaksana
, pemutakhiran SOP Penggantian Antar

Wa-ktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Besar apabila diperlukan.

Penyesuaian

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2O25

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Ttd

Nurrahmawati

T. KHAIRUN SALIM

t'{)*x



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAE}UPATEN
ACEH BESAR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Ito. KOMPOITEIT URAIAIV
PENYAIIPAIAIT LAYAJTAfl lsERwcE P(rrIi,T)

I Persyaratan 1 Perseorangan: 6srniliki identitas

(KTP/SIM/Paspor).

Badan Publik memiliki akte notaris

dokumen pengesahan badan publik

diri

dan

2 Mengisi formular permohonal informasi yang

tersedia bpik secara daring maupun luring

denga,n dibantu oleh petugas.

2 Sistem, mekanisme, dan

prosedur

1 Pemohon informasi mengqiukan permohonal

informasi dengan cara datang langsung, melalui

telepon, whatsapp pelayanan KIP Kabupaten

Aceh Besar, surat eleldronik, e-PPID, dan media

sosial KIP Kabupaten Aceh Besar (tnstagram,X,

dan Facebook)

2 Desk pelayanan 66milah permintaan informasi

dengan ketentuan:

a. Pemohon yang datang secara langsung

mengisi formulir permohonan informasi.

Pemohon infOrmaSi melalui media lain

seperti surat, 6mail, dan telepon formulA

dapat diisikan oleh desk pelayanan.

b. Desk pelayanan informasi mencatat

permohonan informasi dalam buku
registrasi. Desk pelayana-n

memberituhakan nomor formulir
permohonan informasi.

c. Desk pelayanan dapat langsung

memberikan informasi, jika informasi

yang dirniata adalah yang tersedia setiap

saat, tidak termasuk kategori



dikecualikan atau berpotensi dikecualikan

dapat diberikan dalarn bentuk

hardcopy/softcopy.

d. Untuk informasi yalg diumu'nken secara

berkala dan serta merta, desk peliayanan

menyarankan pemohon informasi untuk
membuka website resmi KPU ftpn.go.id)
atau KIP Kabupa.ten Aceh Besar {krp
aehbe s ar. lrpu. g o. id. )

e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan

memberikan jawaban tertulis ppekah

dapat memenuhi permohonan informasi

atau tidak memenuhi dengan disertai
elasar.

f. Jika informasi yang dimaksud tidak rtalam

penguasaan dan tida-k dapa.t dipenuhi KIP

Kabupa.ten Aceh Besar, desk pelayalan

memberikan pemberitahuan tertulis
disertai alas an dan menginformasikan

kepa.da pemohon informasi atau badan

publik yang menguasei informasi tersebut

apa.bila mengetahui.

g. Jika informasi yang dimakssd termasuk

kategori informasi yang dikecualikan,

desk pelayanan mengonformasikan

kepada pemohon informasi dengan

menunjukkan Keputusan KPU tentang

informasi yang dikecua liken.

h. Jika informasi tidak dapa.t diberikan, desk

pelayanan menginformasikan kepada

pemohon informasi mengenai halrnya

mengajukan surat keberatan kepa.da

atasan PPID.

i. Jika informasi yang di mohon pemohon

informasi belum dapat diberikan, desk

pelayanan menginformasikan kepa.da

pemohon informasi bahwa:

- Informasi tentang Pemilu dan Perni'lihal

akan diberikan dalarn janeka waktu 3



(tiga) nari ke{a, dan dapa.t diperpanjang

56larns ! (dua) hari kerja dengan ,tas an.

-Informasi lain akan diberikan dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan

dapat diperpanjang selarna 7 (tujuh) hari
kerja dengan elasan.

j. Perpanjalgan jangka waktu pelayanan

diberitahukan kepa.da pemohon informasi

disertai elasan.

I Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan
diberikan dqlern jangka waktu 3 (tiga) hari keq'a,

dan dapa.t diperpanjang s6lam2 ! (dua) hari kerja
dengal alasar.

2 akan diberikan dalsm jangka walrtu
l0 (s€pufuh) hari ke{a, dan dapat diperpanjang

selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.

Informasi lain

3 Jangka waktu pelayanan

.) Perpa.njangan dilakukan secara tertulis disertai

4 Biaya/ tarif rmasi tidak dikenalan biaya/tar:f,,
tefaFi dalqtn hal terdapat kebutuhan pemenuhan
permohonan informasi berupa dokumen hardcopy
maka dikenakan biaya penggadaan dan pengiriman
informasi yeng akan dibebankan kepda pemohon

informasi.

Pelayanan info

5 Produk pelayanan Informasi dalam tlcnirtk tnrdopg dan softapg
I pemohon informasi tidak dipenuhi

permohonan informasinya sela'na lO (sepuluh)

hari kerja dengan perpanjangan waktu selama 7
(tujuh) hari kerja maka pemohon dapat
mengajukan keberatal hingga mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi
publik.

Apabila6 Penanganan pengaduan,

saran, dan

masukal/apresiasi

2 sus untuk inforrnasi mengenai pemilu dan
Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak
dipenuhi permohonan informasinya setama 3
(tiga) hari kerja dengan perpanjangan waktu 2
(dua) hari kerja maka pemohon dapat
mengajukan keberaten hingga mengajukan

Khu

alasan.



permohonan p€nyelesaian sengketa informasi

publik.

PEITGELOLAATT PEL/rYA.ilAlf IMANUFACTTTRINC)

I Dasar Hukum 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Tahun 20O8 tentang keterbukaan

publik (kmbaran Negara Republik

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Negara Nomor 4846);

Nomor 14

informasi

Indonesia

l,emabran

2 Undang-Undalg Nomor 25 Talun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3 Peraturan KPU Nomor 22 Tahurt 2023 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemithan Umum Kabupate n lKota.
4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2O19 tentang Tata Kerja Pemilihan

Umum, Pemilihal Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32O) sebagaimana

telah beberapa. keli diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

e84);

5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Orgaoisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
(66i5i p6milihan Umum, Sehetariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sel<retariat

11or1isi p6milihan Umum Kabupa.ten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan l(66isi pgmilihsn Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan



Komisi pemitihan Umum Nomor 14 Talun 2020

tent€ng Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, da:r

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahtulr 2023 Nomor 99);

6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019

tentang standar layanan dan prosedur

penyelesaian s€ngketa inforrnasi Pemilihan

Umum dan pemilihan;

7 Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021

tentang standar layanan informasi publik;

8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

87lKpts/KPU/ tahun 2Ol5 tentang struktur
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

88/Kpts/KPU/ tahun 2Ol5 tentang standar
operasional prosedur pengelolaan dan pel,ayanan

informasi pub[c di lingkungan l(e6i5i psmitihal

Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
156/Kpts/KPU/ tahun 2015 tentang bentuk dan
format formulir da-lam pengeloLaan dan
pelayanan informasi di 'lingkrrngan Komisi
Pemilihan Umum.

2 Sarana dan prasarana,

dan/atau fasilitas

l. Meja hel@esk pelayanan;

2. Formulir pelayanan;

3. Petugas hel@esk pelayanan;

4. Daftar informasi public;

5. Mekanisme pelayanan;

6. Jadwal Pelayar:an;

7. Struktur PPID;

8. Alat Tlrlis;

9. Komputer;

10. Toilet Umum;

I l. Toilet disabilitas;



12. Ruang laktasi;

I3.Arcna bermain anak;

14.Area Parkir;

I 5. Area parkir disabilitas;

l6.Jalur disabilitas;

17. Pojok baca; serta

18. Ruang merokok.

3 Kompe tensi pelaksana Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan dan Pelayanal Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan

Umun Kabupaten/ Kota.

Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi Komisi Independen pemitihal

Kabupaten Aceh Besar.

5 Jumlah Pelaksana dengan Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kabupat€n Aceh Besar Nomor S Tahun
2025 tentang Pejabat pengelola informasi dan
Dokumentasi Komisi Independen pemilihan

Kabupaten Aceh Besar, Jumlah peteksana dalem
pelayanan informasi publik berjumtah lZ (tujuh belas)

orang.

Sesuai

6 Jamingn Pelayanan Maklumat Pelayanan Informasi;

1 tas keamanan berupa. petugas keamanan,
ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat
pemadrrn kebakaran, jalur evakuasi, titik
kumpul, kor.k P3K, serta prosedur peng.rmAnan;

FasiIi7 Jaminan keamanarr dant

keselematan pelayanan

2 terhadap perlinduagan informasi yang

termasuk kategori dikecualikan.

Jaminan

8 Evaluasi kinerja pelaksana evaluasi informasi public secara berkalaDilakukan

dan terdokumentasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala
Pemilu,

Subbagian s Penyelenggaraan
Hubungan

Masyarakat

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Ttd

IW
Nurrahmawati s

+.//\

T. KHAIRUN SALIM

4.

,l



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

HO. KOMPOITEIY URAIAIY
PEITYAUPAIAX LAYAtrAIt (SERIZIC.E .FOflV?

Persyaratan I Warga Negara Indonesia;

2 Mengisi buku tamu;

Menunjukkan KTP/Identitas lain dan

melanpirka:r fotocopy KTP/Identitas lain yalg
jelas

') Sistem, mekanisme, dal
prosedur

I Pemohon mengajukan permintaan layar:an

Konsultasi Hukum Pemilu dengan cara datang

langsung, melalui telepon, whatsapp pelayanan

KIP Kabupaten Aceh Besar, surat elektronik, e-

PPID, dan media sosial KIP Kabupaten Aceh Besar

(Instagram,X, dan Facebook) ;

2 Pemohon melengkapi persyaratan;

3 Petugas memberikan layanal Konsultasi Hukum

Pemilu.

Janeka waktu pelayanan Ja:egka waktu penyelesaian disesuaikan dengan

permasalahal yang diajukai.

B.iaya/tarit Pemohon tidak dikenakan biaya/ tarif dafam

permohonan layanan Konsultasi Hukum Pemilu.

J Produk pelayanan l,ayanan Konsultasi Hukum p6rnilg.

6 Penanganan pengaduan,

saran, dan

masukal/apresiasi

Pengaduan, saran, masu-kan dan apresiasi terhadap

layanan Konsultasi Hukum Pemilu dapat disampaikan

melalui:

I Secar:a tertulis dengan mengisi formulir
pengadua-n,saran yang tercedia di PPID Komisi

Independen Pemilihan KabupaGn Aceh Besar dan

ditnasukkan ft6dplam kotqk pengaduan

Masyara-kat

I

4.



2 Telepon:0651-92587

J Whatsapp: +6287848580588

Instagram: @kipa.cehbesar

) TWiter/X: @KIPAbes

6 Facebook: kip.abes.S

7 Email: kipabe@gmail. com

PEI| GELOLAAL pErAyAlrAIf IMANUrAC"I,IRI NG,

I Undarg-Undang Nomor 25 Talun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O09 Nomor 112);

2 Undaag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lcmbaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara lg2,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana tetrah di ubah dengan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang
nomor 1 tahrn 2022 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahu:t 2022 Nomor 615);

Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerl'a Pemilihan Umr:m, pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan

Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan peratumn

Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2O22 tentang
Perubahan Keempat Atas peraturan pemilihan

Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Umum, Umum provinsi, darr Komisi
Pemilihal Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 9g4);

Peraturall

I Dasar Hukum

4 raturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 202O tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Perniliham Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1236)

Pe

4.

3.



s€bagaimana telah diubah dengaa Peraturan

1166b1 psrnitihan Umum Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Talun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Ke{a Seh,etariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi p6miliharr {Jmum

Kabupa.ten /Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

2 Sarana dan prasarana,

dar/ atau fasilitas

1. Buku;

2. Alamat Website / email;

3. Nomor Telepon/ Fax;

4. Meja layalan konsultasi hukum;

5. Buku Konsultasi;

6. Buku/ dokumen terkait rcgulasi;

7. ATK dan peralatan kantor.

3 Komp€tensi pelaksala SDM yalg menangani layalan konsultasi hukum

keperniluqn sesuai dengan kompetensi yang

dibutuhkan.

4 Pengawasan Intemal I Pengawasan yang dilalukan oleh atasan

langsung pada setiap jenjang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya;

2 Pengawasan yang dilzkukan secara berkala oleh

Tim/ SatSas p€ngawasan internal
J Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang

Jaminan Pelayanan 1 f)alsrn 66laksanakan kegiatan menggunakan

panduan SOP;

2 Dilakukan pengawasan internal dan atasan

langsung;

3 Dilafrukan pemeliharaan rutin terhadap sarana

dan prasarana pendukung.

Jarniqal keamanan dan

ftssslarnstian pelayanan

I Pengawasan lingkungan dengan CCTV;

2 Penyediaan 2let peng,rm{rn kerja seperti tabung

pemadrm kebakaran, kotak P3K, adanya jalur
evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;

3 Sistem pengamanan jaringan computer.

6.

7



8 Evaluasi kinerja pelaksana I Survey layanan kepuasan;

2 Rapat Evaluasi;

3 Laporan.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Sub Penyelenggaraan
Pemilu, ubungan

Ttd

T. KHAIRUN SALIM

N .}



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR

STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

ro. KOMPOIIIElII URAIA]II
PtmrAilPAIrAIlI LAY/UIAII ISERWCE POINI1

1 Persyaratan I Warga Negaia Indonesia;

2 Mengisi buku tamu;

3 Menunjukkan KTP/Identitas lain dan

66lampirkan fotocopy KTP/ Identitas lain yang

jelas darr dapat dipertanggung jawabkan.

'2 Sistem, mekanisme, dan

prosedur

I Mengirimkal pennohonan secara langsung atau

melalui email dan sarana lain yang disedialan;

2 Mengisi buku register;

3 Mencari produk hukum berupa softcopy dan/ atau

hardcopy yang sudah diarsipkan;

4 Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/ KIP

Kabupaten Aceh Besar dapat di unduh oleh

operator dal/atau link download dapat

disanpaikal kepa.da pemohon;

5 Tidak ditemukan di web JDIH KPU RI/ KIP

Kabupaten Aceh Bessr, dan ditemukan dalam

arsip berupa hardcopy dapat digandakal

kemudian diseralkan pada pemohon berupa

softcopy dal/atau hardcopy;

6

Jangka wal(u pel,ayanan 65 Menit

4 Biaya/tarif Tidak dikena,kan biay a / tarit.

5 Produk pelayanan Hardcopy dan softcopy produk hukum yang

diarsipkan.

Petugas menyerahkan produk hukum softcopy

dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang

ditandangani oleh pemohon.



Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap

pengelolan dokumentasi dan informasi hukrrm dapat

disampaikal meLalui:

I Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi

Independen Pemililun Kabupa.ten Aceh Besar dan

6i6as rkkarl kedalam kotak pengaduan

Masyarakal
,2 Telepon: 0651-92587

3 Whatsapp: +6287848580588

4 Instagram: @kipacehbesar

5 Twiter/X: @JCPAbes

6

6 Penanganan pengaduan,

saran, dan

rngS rk€n/ apresiasi

Email: kipabe@gmail. com

PElrGErtr)L/lArr pEL/\yAlIAfi lMAl|IItrACTr RrNc)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Irmbaran Negara Republik

Indonesia TaIun 2017 Nomor Negara 182,
Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor

61O9);

2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

f3alKpts/KPu/ Tahun 2016 tentang jaringan

dokumentasi dan informasi hukum komisi
pemilihal umum;

I Dasar Hukum

J Keputusan Komisi Pemilihan Um rrn Nomor lg7
Tahrn 2022 tentang pedoman teknis penyusunan

Keputusaa di lingkungan komisi pemilihan
umum.

2 Sarana dan prasarana,

dan/atau fasilitas

Komputer, internet, printer, dan kertas.

3 Kompetensi pelaksana yang menangani layalal konsultasi hukum
kepemiluan sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan.

SDM

I Yang dilakukan oleh atasan
langsung pada setiap jenjang sesuai dengan

t ,gas pokok dan fungsinya;

4 Pengawasan Intemal

2 ngawasan yang dilakukan secara berka,la oleh
Tim/ Satgas pengav/asan internal.

Pe

5 Jumlah Pelaksana 3 (riga) orang

Facebook: kip.abes. S

I

Pengawasan



6 Jaminan Pelayalan Peiayanal dilsl<sanakan sesuai dengal ketentuan

yang berlaku.

7 Jaminan keama-nan dan

kesele rnatan pelayanan

1 Pengawasan lingkungal dengan CCTV;

,2 Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung

pemadarn keba-karan, korak P3K, adanya jalur
eva-kuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;

3 Sistem pengamanan jaringan computer.
8 Evaluasi kinerja pelaksana I Survey layanan kepuasan;

2 Rapat Evaluasi;

3 [.aporan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Hubungan

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Ttd

T. KHAIRUN SALIM

.sN
4.r



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR

ro. KOMPOI{EN URAIAII
PEIYYA.MPAIAIII LAYAI{AIY SERI{ICE

1 Identitas Pelapor (KTP elektronik, dan nomor
handphone/whatsapp);

i Persya-ratan

2

I adual secara langsung di kotak
pengaduan atau melalui email dan sarana lain
yang disediakan;

Mengirimkan

,2 Mengisi formulir pengaduan;

.) Mengisi buku register;

Memperoleh tanda bulrti konsultasi;

) Sistem, mekanisme, dan
prosedur

5 Mempemleh tanggapan

Masyarakal
terhadap pengaduan

3 Jangka waktu pelayanan 14 (empat belas) hari
Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/ tarif.

5 Produk pelayanan Penanganan pengaduan rnasyarakal

uan, saran, masukan dan apresiasi terhadapPengad

1 tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan,saran yang ters,edia di ppID Komisi
Independen Pemilihan Kabupa.ten Aceh Besar darr
rlimasukkan kedalam kotak pengaduan

Masyaral<at.

Secara

Telepon: 0651-92587

J Whatsapp: +6287848580588

4 Instagram: @kipacehbesar
Twiter/X: @KIPAbes

6 Penalganan pengaduan,

saran, dan

masuka-n/apresiasi

6 Facebook: kip.abes.S

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bukti/ dokumen pengaduan.

4.

4.

layaran penanganan pengaduan masyarakat dapa.t

disamfraikal melalui:

2

5.



7 Email: kipabe@gmail. com

PEIIGELOLAAT PELAYAI|AII ltrANUFaC?ttruNG)

1 Dasar Hukum I Undalg-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112);

'2 Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Kabupa.ten/Kota Negara Republik Indonesia

Tahun 2O 19 Nomor 32O) sebagaimana lslah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Umum Nomor 5 Tahul 2022 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pernilihan

Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Ta}:urr 2O22 Nomor 984);

3 Peraturan Komisi Pemiliban Umum Nomor 14

Tahun 202O tentang Tugas, Fungsi, Susunaa

Organisasi, darr Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihrn Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihal Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemitihan Umum Nomor 3 Talun 2023

tentang Peruba-han atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susuna,n Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihrrl

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umurn

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

2 Sarana dan prasarana,

dan/atau fasilitas

Komputer, internet, printer, dan kertas.



Kompetensi pelaksana 1 l1i[srnitiki sikap ramah, dan murah senyum

2 lv[gmiliki pengetaluan terkait proses pelayanan

pengaduan Masya,ra-kat.

4 Pengawasan Int€ma-l Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Besar memeriksa dan

memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.

5 Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang

6 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksqnakan sesuai dengan ketentuam

yang berlalru.

7 Jaminan keamanan dan

keselamatan pelayanan

1 Pengawasan lingkungan dengan CCTV;

2 Penyediaan elat lrngaman kerja seperti tabung

pemadam kebakaran, [etak P3K, adanya jalur
evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;

Sistem pengamanal jaringan computer.

8 Evaluasi kine{a pelaksana Evaluasi kegiatan dilaksarrakan dengan melibatlan
pengguna layanarr serta di administrasikan dan

didokumentasikan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Ttd

T. KHAIRUN SALIM

Kepala
Pemilu,
Masyarakat

Penyelenggaraan
ubungan

Su knis

N
\ ))l



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR

STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

no. KOMPOtrElT URAIAIT
PEITIYAMPAIAII LAyAtfAII ISERWCE, ponfll

1 Persyaratan 1 Surat permohonan / pengirima:r mahasiswa

magang dari Universitas;

2 Daftar Riwayat hidup;

Proposal pengajuan mrgrng;

4

5 Surat pernyataan bersedia menyimpan rahasia

Lembaga.

2 Sistem, mekanisme, dan

prosedur

1 Perguman Tinngi / calon mahasiswa magang

menyempaikan surat permohonan / pengiriman

mahasiswa magang kepa.da KIP Kabupaten Aceh

Besar;

2 Surat permohonan / pengiriman mahasiswa

magang ditindallanjuti apakah disetujui atau
tidak (disertai klaqs6 61Lri-a/ tidak);

J Jika disetujui a-kan ditindaklanjuti dengan

diterbitkan surat p€rsetujuan megang I
penerimaal mahasiswa megeng;

4 Jika belum disetqiui maka akan dijawab melalui

surat disertakan dengan alasannya;

5 PeleksgnaAn rnegeng dilqkrrkan seCara daring
dan/atau luring;

6 laporan pelaksanaan magang;

7 Pemberian sertifrkat dan surat keterangan

magang;

8 Permohonan informasi dapat melalui whatsapp,

Facebook, Instagram dan X.

3 Jangka waktu pel,ayanan Hari kerja jam O8.0O WIB s.d. 16.00 WIB

Surat pernyataan idak menuntut pemb€rian

insentjt



Biaya/toln Tida} dikenakan biaya/ tarif.

5 Produk pelayanan 1 Informasi kebutuhan mahasiswa magang;

2 Sumt persetujuan magang / surat penerimaan

anag r.lg;

c Surat keterangan pelaksanaan magang.

6 Penanganan pengaduan,

saran, dan

masukan/apresiasi

Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap

layalan pelaksanaan magang perguruan tinggi dapat

disampaikan melalui:

I Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dan

dimasukkan kedalam kotak pengaduan

Masyarakal
,2 Telepon: 065 I -92587

3 Whatsapp: +6287848580588

I Instagram: @kipacehbesar

5 Twiter/X @KIPAbes

6 Facebook: kip.abes.5

Email; tripsbeq@gmail.com

PEIIGELOLAAT PELIIYAIIAII IIilANU?ACTLTRINe)

1 Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O9 Nomor 1 12, Tamba}^an

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

so38);

Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemitihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Kabupaten/Kota Negara Repubtk Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Umum Nomor 5 Tahvn 2022 tentang

Perubalran Keempat Atas Peraturan Pemilitran

Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Kornisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupa.tet I Kota (Berita Negara

Republik Indonesia T*run 2022 Nomor 984);

4.

,



3 Peraturan Komisi Pemilihal Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihal Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
p6miliherr Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihnn Umrrm

Pmvinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihal Umum
Kabupa.ten /Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahut 2O23 Nomor 99);

) Sarana dan prasariana,

dan/atau fasilitas
Komputer, intemet, printer, dan kertas.

Kompetensi pelalsana yang mampu mema-lmmi aturan terkait izin
pelalsanaan megAng.

SDM

4 Pengawasan Internal Pengawasan rlila[rrftan oleh Pimpinan KIP Kabupaten
Aceh Besar.

J Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang

1 Pelayanan dilaksana_kan sesuai dengan ketentuam
yang berlaku;

2 Maklumat pelayanan informasi
mahasiswa magang;

I]enenmaan

6 Jaminan Pelayanan

utusan tentang pemberian kompensasi
apa.bila pelayanan tidak sesuai standar.

Kep

7 Jaminan ft6amanan d21

keselamatan pelayanan

l. Terdapa.t petugas ker'nsnan;
2. CCTV;

3. Alat Pemadam IGba_karan;

4. Jalur Eva-kuasi;

S. Titik 11 ,.npul;

6. Kotqk p3K;

7. Matrik prosedur fts36larnatan.



8 Eva-luasi kineq'a pelaksana Evaluasi kegiatal dil,aksalakan dengal melibatkan

pengguna layanal serta di administrasikan dan

didokumentasikal.

Ditetapkan di Kota Jantho
padatanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESARSalinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIA? KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Hubungan T. KHAIRUN SALIM

Ttd

N

Masvarakat -x



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KAE}UPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR

STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN DATA PEMILIH

f,o. KOMPOITEIY URAIAIII
PETYAUPAIAIT POrNT)LAYAITAI{ wcESER

I Form pe rmohonan layanan ;
1 Persyaratan

2

I Pemohon meminta layanan kepada ppID;

2 Kemudian diterima oleh petugas ppID;

2 Sistem, mekanisme, dan

prosedur

) oleh staf sub bagian data dan informasiDifasiLtasi

3 Jangka walrtu pelayanan f (satu) hari
4 Biaya/tarif Tidak dikena-kan biaya/ tarif.
5 Produk pel,ayanan Data pemilih yang

cekdptonline. kpu. go.id.

muncul di portal

uan, saran, masukan dan apresiasi terhadap
layanan pengecekan data pemilih dapat disampaikan
metralui:

Pengad

1 tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan, saran yang tersedia di ppID Komisi
Independen Pemilihaa Kabupaten Aceh Besar dan
dimz5 rkkan [sdatarn kotak pengaduan

Masyarakat

Secara

2 Telepon: 065 I -92587

3 Whatsapp: +6287848580588

4 Instagram : @kipacehbe sar

5 Twiter/X: @KIPAbes

6 Facebook: kip.abes.5

6 Penalganan pengaduan,

saran, dan

masukan/apresiasi

7 Email: kipabe@gmail. com

KTP elektronik.

untuk memberikan Layanan.



PETGELOLAAII PEI.AYAIIAT gtrAnrtlFACTUruNG)

I Dasar Hukum I Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 TalTun 2023

tentang perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Nomor 7 Tahun 2022 tentang

penyusunan da-ftar pemilih dalam

penyelenggaraan pemilihan umum dan system

informasi data pemilih.

2 Sarana dan prasarana,

dan/atau fasilitas

Media untuk msngnkses

www.cekdptonline. kpu. go.id.

laman

Kompetensi pelaksana Staf pelaksana yarlg menangani data p6milih d21

aplikasi dalern pemutakhfu'an data pernilih.

4 Pengawasan Internal I Pengawasan dari Ketua KIP Kabupa.ten Aceh

E}esar;

2 Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Besa4
, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi;

5 Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang staf pelaksana.

6 Jaminan Pelayanan Terdaftar dalam data pemifih pada Kabupate i / Kota
sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.

Ja-neinan ft6amanan dgl
keselamatan pelayanal

Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang

dibutuhkan dalem pendataan pemilih, tetap terjaga

sebagai data ya-ng rahasia.

Evaluasi kinerja pelaksana Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dar
pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang

belum terda-ftar, dapat diselesaikan sesuai jangka

waktu pelayanan yang ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagtan Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyaralat

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KAE}UPATEN ACEH BESAR

Ttd

T. KHAIRUN SALIM

tfrnr,
Nurrahmawati.

\

7

8.



LAMPIRAN Ix
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAE}UPATEN
ACEH BESAR

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN
KEPEMILUAN DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAI}UPATEN ACEH BESAR

ro. KOMPOIIIEIII URAIA1Y
PEIYYAUPAIAIII LAyAItAr ( SERyICE POIj+II)

1 Persyaratan Diajukan oleh organisasi / institusi yang berbadan

hukum;

2 Pengajual permohonal disampaikan kepa.da KIP

Kabupa.ten Aceh Besar pafing lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;

., Jumlal peserta yang akan mengikuti layanan

Pendidikan kepemiluat minimal Adalah 20 (dua

puluh) orang dan maksimal Adalah 30 (tiga puluh)

orang;

4 Pendidikan kepemiluan dapat difasilitasi di tahun
yang berjalan, sesuai dengan kuota yang terserlia.

Dalam ha] tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut,

dapat didaftarkal untuk dikutsertakan dalam

pelaksanaan di tahun berikutnya;

5 Pendidikan kepernilusr dapat didukung oleh

l,ayanan bagi peserta disabilitas dslem bentuk
fasilitasi juru Bahasa isyarat bagi penyandang

tunarungu dal penyediaan template braille berisi

informasi kepemiluan bagi penyandang tunanetra.

2 Sistem, mekanisme, dan

prosedur

1 Pemohon mengajukan permohonan layanan

Pendidikan kepemiluan paling lamfo61 7 gtujuh)

hari kerja sebelum pela,ksanaan kegiatan kepada

Ketua KIP Kabupa.ten Aceh Besar dalem bentuk
surat nesmi, yang ditujukan ke Alamat kantor KIp
Kabupa.ten Aceh Besar - Jalan lsftsarnana
Malahayati No. 6 Kota Jantho dan/atau Alamat

email kipabes@mail. am dengan menyebutkan

I



nama organisasi pemohon da-n penanggung

jawabnya serta mencantumkan contack person

yang dapat dihubungi;

2 Ketua KIP Kabupaten Aceh Elesar menyampaikan
jawaban atas surat permohonan layanal
Pendidikan kepemiluan tersebut paling lamfoa1 3

(tiga) hari kerja setelah diterimanya surat
permohonan;

3 Untuk tindak lanjut teknis petaksalaarr

Pendidikan kepemiluan ini rlilkasanakan sesuai

standa,r operasional prosedur yang telah

ditetapkan sebaqaimana terlampir.
3 Dalam masing-masing kegiatan kepemiluan

tersebut jangka waktu pelaksanaal kegiatan addab 2
(dua) hari atau setara dengan 16 (enam belas) jam
Pela-iaran.

4 Biaya/ tarif I Pemohon tida-k dikenakan braya / tarif datam
permohonal layanan Pendidikan kepemiluan

mauprur dalam pelaksalaan layanan pendidikan

kepemiluan;

2 PeLaksanaan layalan Pendidikan kepemiluan

dibebankan pa.da DIPA O76 Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

5 Produk pelayalan Data pemilih yalrg

cekdptonline. kpu. go. id.

muncul di portal

6 Penangalan pengaduan,

saran, dan

masukan/apresiasi

Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap
layanan Pendidiknn kepemitusn dapat disampaikan
melalui:

I Secara tertulis denga-n mengisi formulir
pengaduan, saran yalrg tersedia di ppID Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dan
dimasukkan kedslern kotak pengaduan

Masyarakat

2 Telepon: 0651-92587

3 Whatsapp: +6287848580588

4 Instagram: @kipace hbe sar

Twiter/X: @KIPAbes

6 Facebook: kip.abes.S

7 Email: kipabe ail.com

Jangka waktu pelayanan

5.



Proses pengaduan dan prosedur perunganan

pengaduan diselesaikal paling lembat 14 hari kerja.

9 Apabila pengaduan tida-k dapa.t dipmses / ditaagani
sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan

mendapatkan sanksi sesuai dengan regul,asi yang

berlaku.

PEIIGELOLAAT PEL/IYAIIAII IUANUFACTITRING)

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelaya-nan hrblik (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O9 Nomor I 12, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 182,
Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana tel,ah di ubah dengan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang

nomor I tahun 2022 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 7 tahun 2O17 tentang
pemilihan umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 615);

3 raturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 t€ntang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik

(Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2013

Nomor 191);

Pe

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2Ol4 tentang Pedoman Standar pelayalan (Berita

Negara Reupblik Indonesia Tahun 2014 Nomor
61s);

1 Dasar Hukum

5 Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, pemilihan

Umum Provinsi, darr Komisi pemilihan

Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia
Tahun 2O 19 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, teraktrir dengan peraturan

Komisi Umum Nomor 5 Tahrxr 2O22 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan pemilihan

8.



Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi

Pemiliban Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahlum 2022 Nomor 984);

6 Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 14

Tahun 202O t€ntang Thgas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Um rm Provinsi, dan Sehetariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Komisi Pemiliha:r Umum Nomor 3 Tahun 2O23

tentang Perubahan atas peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O tarrtarlg
T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jendera-l Komisi pemitihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemitihrrr Umum
Provinsi, da:r Sekretariat Komisi psmilihen [J6um
Kabupaten lKota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7 Peraturan Komisi Pemilihan

Tahtxr 2022 tentang Partisipasi Masyarakat di tFan

Pemilihan Um,m dan pemilihan Gubernur darr
Wrkil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau walikota dan wakil walikota (Berita

Negara republic lndonesia Tahun 2O22 Nomor
r 160).

Umum Nomor 9

I prasarana pelaksanaan pendidikan

pemilih meliputi: Gedung pertemuan yang
memadai, perangkat teknologi informasi, materi
kepemiluan yang terstandardisasi, etat peraga

Pendidikan pemilih yang ramah disabilitas,
dokumentasi (alat perekam dal karnsra;, so*.6
system, l,CD proyelrtor, alat tulis kartor dan atet
pendukung lainnya;

Sarana dan
,2 Sarana dal prasarana,

dan/atau liasilitas

2 Pendidikan kepemiluan bagi pemilih
disabilitas disedial<ar di ruarrg yang dapat
diqkses/dilqksanakan di lantai dasar Gedung.

Layanan



Kompetensi peleksanar Pendidikan kepemiluan rlilaksamakan oleh personil

yang berkompeten di bidang kepemiluqn, meliputi

Ketua, Anggota, Sekretaris darr Pejabat Struktural di
Lingkungal KIP Kabupaten Aceh Elesar.

4 Pengawasan Intemal Dalem setiap pelaksanaan layanan Pendidikan

kepemilua:r akan dilakul<61 pslg4pssan intemal yang
rlilnkrrkan secara berjenjang, berkala dan
berkelaljutan.

Jumlah Pelaksana orang Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar dan
10 (sepuluh) orang, Serta S (lima) orang unsur
sekretariat KIP Kabupaten Aceh Besar.

5 (tima)

1 Maklumat peLayanan;
,2 Kegiatan Layanan Pendidikal kepemiluan

dilaksaaakal sesuai jadwal yang telah ditentukan;
J Kegiatan layanan Pendidikan Kepemitgsl

difasilitasi oleh personil yalg berkompeten serta
mendapatkan penugasan;

4 anan Pendidikan Kelrmiluan yang

disampaikan sesuai dengan kurikutum yang
sudah ditetapkan oleh Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

Materi Lay

5 Kegiatan tayanan Pendidikan

dilaksanakan di ruangan yang

memadai dan aksesibel;

Kepemiluan

representatif,

Jaminan Pelayanan

6 tida-k sesuai dengan standar
maka penerima layanal dapat menysrnpaikan
pengaduan kepada pemberi Layanan.

Apabila pelayanan

7 Jarninan keamanal dan

kgselarnptan pelayanan
Kepemiluan dilaksanakan di

Gmpat yang telah dilengkapi dengan sarana dan
prasarana fteemansrt dqn ftgselematan pelayanan
meliputi pos keamanaa dan pemeriksaan di pintu
masuk yang siage ){ jq.rn non stop, system kearnarul
yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya
sirine / atarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkpa.n
pertolongan pertama pada kecelakaan (p3K),

kelengkapan pemadem kebakran, d61 alaf pengeras

suara atau TOA.

Iayanan Pendidikan

3.

5.

6.



8 Evaluasi kinerja pelaksana I Evaluasi peleksanaan Pendidikan kepemiluan

oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaal

kegratan;

2 Evaluasi internal dilakukan pada forum rapat
pleno rutin ketua dan anggota dengan sekretariat

Komisi Indepeadsn pemilihaq Kabupa.ten Aceh

Besar;

J Eva-luasi pelayanan Pendidikan kepemiluan

melalui survei kepuasan Masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

u, Partisipasi dan Hubungan

u ati

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

T. KHAIRUN SALIM

Ttd.


